
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 66 TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 
landasan  penyusunan  Kebijakan Umum APBD  dan  

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka  
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2021 dihasilkan melalui proses Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun 
2020; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik                 

Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 5495);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4664);   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);    

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang  
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                   
Nomor 10);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);  

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312 );  
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahunn 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 590); 
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23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);  

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 

6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 64); 

26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2020 Nomor 59); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 

Nomor 2); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 

2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan  

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2016 Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang            
Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang             
Nomor 8); 

34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111); 
   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 
2021. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 1.  Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 

 2.  Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
 3.  Bupati adalah Bupati Sumedang. 

 4.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kabupaten. 
 5.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. 

 6.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (dua puluh) tahun. 
 7.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang 

selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
 8.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk  periode 1 (satu) tahun. 
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 9.  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 

 10.  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

 11.  Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima  
tahunan. 

 12.  Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 
(outcome) program Perangkat Daerah. 

 13.  Strategi adalah langkah   berisikan   program-program 
sebagai prioritas   pembangunan   Daerah/   Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 
 14.  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

 15.  Prioritas      Pembangunan      Daerah      adalah      fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD 
 16.  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan   sumber   daya   yang  disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
 17.  Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan  keluaran  (output)  dalam  

rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 
 18.  Kinerja   adalah   capaian   keluaran/hasil/dampak   dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan 
sumber daya pembangunan. 

 19.  Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 

(outcome), dampak (impact). 
 20.  Keluaran  (output)  adalah  suatu  produk  akhir  berupa 

barang  atau  jasa  dari  serangkaian  proses  atas  sumber 
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

 21.  Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada  penerima  manfaat  dalam  periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

 22.  Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 

hasil pembangunan/layanan    yang    diperoleh    dari 
pencapaian hasil (outcome) beberapa Program. 

 23.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 24.  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya yang selanjutnya 

disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
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 25.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 

 26.  Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat 
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

sasaran pembangunan. 
 27.  Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan 

Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang 

digunakan dalam pembangunan, optimalisasi, penggunaan 
sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 
upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target 

pembangunan nasional. 
  

BAB II 

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 
 

 Pasal 2 
 (1) Kedudukan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen 

perencanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat 
uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan 
kegiatan untuk kurun waktu satu tahun. 

 (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat uraian kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 

1 (satu) tahun. 
  

Pasal 3 
 

 Ruang lingkup RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

 a. BAB I Pendahuluan; 

 b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
 c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

 d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

 e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;  

 f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
 g. BAB VII Penutup. 
  

Pasal 4 
 

 Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2021 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

  

Pasal 5 
 

 (1) RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan KUA serta 
PPAS Tahun 2021  untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 

Anggaran 2021. 
(2) RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman penyempurnaan 

rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. 
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 BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 Pasal 6 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang. 

   

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 24 Juli 2020         

   
BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 

DONY AHMAD MUNIR 
 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 24 Juli 2020                 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 66     
 

 

 
 
 
 
 

 


		2021-07-26T16:17:57+0700




